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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1 Penerimaan Pajak 

Menurut  Soemitro (2009) dalam  Sunyoto dan Hidayanti (2011), Pajak adalah 

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung 

dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Menurut Departemen Keuangan (2014), Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut Smeets dalam Waluyo (2011), Pajak adalah prestasi kepada pemerintah 

yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakannya, tanpa ada 

kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hal yang individual, yang 

dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 

Menurut Adriani dalam Waluyo (2011) Pajak adalah: 

“Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 

yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) 

dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung 

tugas negara untuk menyelengggarakan pemerintahan”. 

Pengaruh Pemeriksaan..., Maria Gladies, FB UMN, 2015



Menurut Wibowo (2013), sumber utama penerimaan pajak adalah dari 

kontribusi masyarakat yang ada dalam suatu negara. Setiap individu yang 

membayar pajak, berharap dengan adanya dana yang mereka berikan kepada 

negara dapat menjadi sumber dana yang dapat dipergunakan untuk pembangunan 

ekonomi negara mereka karena tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah 

mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, maka untuk itu 

pemerintah diberbagai negara berusaha untuk meningkatkan pendapatan nasional. 

Apabila pendapatan nasional meningkat dengan asumsi ceteris paribus, maka 

pendapatan perkapita masyarakat juga akan meningkat sehingga potensi untuk 

mendapatkan pajak sebagai dana pembangunan juga meningkat. 

 Dalam mengukur keberhasilan penerimaan pajak perlu diperhatikan 

pencapaian sasaran administrasi perpajakan, antara lain: 

1. Peningkatan kepatuhan para pembayar pajak, 

2. Pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan 

penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. (Nasucha (2004) dalam 

Rahayu dan Lingga, 2009) 

Menurut Choiruman dalam www.pajak.go.id (2009), berhubung penerimaan pajak 

dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun 

pembangunan, pemerintah akan terus berupaya menggali potensi pajak (tax 

coverage) seoptimal mungkin dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

(taxpayer’s compliance).  
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 Menurut Shandra (2012), Adanya peningkatan pengeluaran pemerintah ini 

diperkirakan sebagai akibat dari adanya penerimaan pemerintah yang juga 

mengalami kenaikan terutama dari sektor pajak yang merupakan sumber  utama 

penerimaan pemerintah, dimana semakin meningkat pajak maka penerimaan 

negara juga akan semakin meningkat yang pada akhirnya akan membuat 

pertumbuhan ekonomi ini juga mengalami kenaikan. 

Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu fungsi penerimaan dan fungsi mengatur. 

Adapun penjelasannya sebagai berikut:  

a. Fungsi penerimaan (Budgeter)  

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukan 

pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

b. Fungsi mengatur (Reguler) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

di bidang sosial ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang 

lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula barang 

mewah (Waluyo, 2010).  

Mengingat adanya dua fungsi dari pajak, maka dalam pemungutan pajak 

bukan hanya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan momentum 

pertumbuhan ekonomi, juga mengenjot penerimaan negara. Oleh karena itu, setiap 

tahunnya Dirjen Pajak dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor 

pajak sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan 

(Rahayu, 2007 dalam Harinudin, 2009). 
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Menurut Purnomo (2004) dalam Tresno et al (2011), faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan pajak berasal dari faktor internal dan faktor ekternal. 

Yang termasuk ke dalam faktor eksternal, antara lain: 

1. Pertumbuhan ekonomi 

2. Tingkat inflasi 

3. Nilai Tukar Rupiah 

4. Harga Minyak Internasional 

5. Suku Bunga 

Yang termasuk faktor internal, antara lain: 

1. Besarnya Dasar Pengenaan Pajak atau Objek Pajak 

2. Besarnya Tarif Pajak. 

Menurut Ratna sari dan Afriyanti (2012), mengatakan bahwa sumber 

penerimaan negara dalam negeri yang paling potensial adalah pajak. Menurut 

Suhendra (2010), upaya Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam 

negeri dari sektor pajak , antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak 

dari official assessment menjadi self assessment. Menurut Tresno et al (2011), 

terkait dengan sistem perpajakan Indonesia, pajak penghasilan menganut Self 

Assessment System  yaitu Wajib Pajak menghitung dan menentukan sendiri besar 

pajak yang terutang. Dalam pelaksanaannya, sistem ini  memerlukan adaanya 

keterbukaan dan kejujuran dari Wajib Pajak yang bersangkutan, mulai dari 

pendaftaran, perhitungan besarnya pajak terutang, penyetoran, sampai dengan 

pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).   
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2.2 Pajak Penghasilan Badan 

Menurut Mardiasmo (2006) dalam Tresno et al (2011),  Pajak Penghasilan adalah 

pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh dalam tahun pajak. Menurut Aisyah (2012), Pajak Penghasilan adalah 

pungutan resmi yang ditujukan kepada Subjek Pajak yang berpenghasilan atau 

penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak (tahun buku) 

untuk keperluan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. 

Menurut Herryanto dan Toly (2013), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang 

dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya 

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Pajak 

Penghasilan tergolong dalam jenis pajak langsung yang beban pajaknya harus 

ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak bisa dialihkan 

ke orang lain. 

 Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang telah 

dianggarkan dalam APBN pada suatu tahun. Rencana penerimaan pajak secara 

nasional dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dibagi menjadi rencana 

penerimaan tiap-tiap kantor wilayah kemudian dibagi lagi menjadi rencana 

penerimaan tiap-tiap unit KPP. Selain itu, dapat disebutkan bahwa penerimaan 

pajak merupakan total keseluruhan pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak ke 

kas negara yang diterima oleh KPP Pratama setempat (Tresno et al, 2011). 

Menurut pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 

Tahun 2008, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

suatu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha 
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yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan 

nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 

dan bentuk usaha tetap.  

 Menurut Hariyanto et al (2014), Pajak Penghasilan Badan merupakan 

pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Badan yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk 

apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya yang 

diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. 

2.3 Pemeriksaan Pajak 

Pengertian Audit menurut Arens et al (2012) adalah  

“Akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan 

melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. 

Auditing harus dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten”.  

Audit pada umumnya dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:  

1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)  bertujuan untuk 

menentukan apakah laporan keuangan telah sesuai dengan kriteria-kriteria 

tertentu. Umumnya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip yang berlaku 
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umum, walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan 

keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau 

beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi itu.  

2. Audit Operasional (Operational Audit) bertujuan mengevaluasi efisiensi dan 

efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada 

akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk 

memperbaiki operasi.  

3. Audit Kepatuhan (Compliance Audit) bertujuan untuk menentukan apakah 

pihak yang di audit atau diperiksa mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan 

yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi baik pihak intern perusahaan 

(manajemen dan dewan komisaris) maupun pihak ekstern (Pemerintah 

Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak dan Lain-lain). (Arens et 

al, 2012). Pemeriksaan Pajak masuk dalam jenis audit kepatuhan (compliance 

audit). 

Menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang No.28 Tahun 2007, Pemeriksaan 

pajak adalah “serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, 

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan 

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan”  

 Menurut pasal 199/PMK.03/2007 yang juga telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan 
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Pajak. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

bagi wajib pajak dengan Kriteria: 

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk 

telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak; 

2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi; 

3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi 

melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran; 

4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau 

akan meninggalkan Indonesia selamannya; 

5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi 

berdasarkan hasil analisa resiko (risk based selection) mengindikasikan 

adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Wirawan 

(2012), Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain dilakukan dengan kriteria  

seperti: 

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan. 

2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. 

3. Pengukuhan dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

4. Wajib Pajak yang mengajukan keberatan. 

Menurut Mardiasmo (2009) dalam Prihastuti (2010), Pemeriksaan Pajak 

adalah Serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau 

keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
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undangan perpajakan. Menurut Herryanto dan Toly (2013), Pemeriksaan ini 

perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan 

yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar 

pajak dengan jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Menurut Ratna Sari dan Afriyanti (2012), Pemeriksaan Pajak dapat dilihat 

dari Surat Ketetapan Pajak, yaitu jumlah SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan 

oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur per bulan. Surat 

Ketetapan Pajak adalah surat yang berisi jumlah atau besaran pajak yang harus 

dibayarkan oleh Wajib Pajak atas ketentuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas 

hasil pemeriksaan. Masing-masing Surat Ketetapan Pajak memiliki arti yang 

berbeda-beda. Surat Ketetapan Pajak (SKP) terdiri dari Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

(SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan Surat Ketetapan Pajak 

Lebih Bayar (SKPLB).  

Menurut Wirawan (2012), bahwa pemeriksaan pajak sebagai sarana untuk 

melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak, yang mempunyai 

tujuan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak didalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Dengan diadakannya pemeriksaan akan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak yang menyebabkan peningkatan terhadap penerimaan 

pajak yang ada.   
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Berdasarkan penjelasan mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap 

penerimaan pajak penghasilan badan, maka dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

Ha1 : Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak 

penghasilan badan. 

2.4  Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak 

Penghasilan Badan 

Menurut Penelitian Sutanto (2009) dalam Herryanto dan Toly (2013), bahwa 

pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor 

Pelayanan  Pajak Pratama Mataram, yang dapat dilihat dari meningkatnya 

penerimaan pajak penghasilan di tahun berikutnya setelah Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar dikeluarkan. Menurut Wirawan (2012), bahwa pemeriksaan pajak 

sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib 

pajak, yang mempunyai tujuan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak 

didalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan diadakannya 

pemeriksaan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang menyebabkan 

peningkatan terhadap penerimaan pajak yang ada. 

Menurut Deviano dan Rahayu (2006) dalam Yeni (2011), pemeriksaan akan 

dapat terlaksana dengan baik apabila kemajuan teknologi informasi tinggi, 

jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan, 

kualitas sumber daya manusia yang akan melakukan pemeriksaan harus baik 

serta sarana dan prasarana pemeriksaan harus lengkap. Menurut Herryanto dan 
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Toly (2013), pemeriksaan pajak memiliki pengaruh secara parsial terhadap 

penerimaan pajak penghasilan badan.  

Menurut Oktivani (2007) dalam Ratna Sari dan Afriyanti (2012), 

Pemeriksaan Pajak berpengaruh pada penerimaan pajak. hal ini berarti bahwa 

pemeriksaan pajak merupakan instrumen penting untuk menentukan kepatuhan 

wajib pajak baik formal maupun material, yang memiliki tujuan untuk menguji 

tax compliance seorang wajib pajak, dimana kepatuhan wajib pajak merupakan 

posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Mahendra dan 

Sukartha (2014), meneliti bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif 

terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa peningkatan pemeriksaan pajak akan menyebabkan 

terjadinya peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. 

2.5  Penagihan Pajak 

Menurut Rusdji (2004) dalam Ritonga (2012), Penagihan Pajak tindakan agar 

Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur 

atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus 

memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 

penyitaan, melaksanakan penyanderaan and menjual barang yang telah disita. 

Menurut Fitriani et al (2012), pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, 

konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar hutang pajaknya. Menurut 

Kurniawan (2011) dalam Hidayat dan Cheisviyany (2013), Penagihan 
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merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan fiskus agar wajib pajak atau 

penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dalam 

tindakan penagihan aktif fiskus diberikan kewenangan untuk menegur atau 

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberikan 

Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual 

barang yang telah disita. 

 Menurut Suandy (2011) dalam Mahendra dan Sukartha (2014), masih 

banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya sehingga menyebabkan 

timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan 

pajak, untuk mengatasi masalah tersebut maka dilaksanakan penagihan pajak 

yang merupakan serangkaian tindakan penanggung pajak melunasi utang pajak 

dan biaya penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, 

mengusul pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, 

sampai melelang barang yang telah disita.  

Menurut Junaidy dan Sandra (2010), kegiatan penagihan pajak terhadap 

wajib pajak yang masih mempunyai tunggakan pajak merupakan salah satu hal 

yang penting dalam rangka pengamanan penerimaan pajak dan juga penegakan 

serta pemberdayaan Undang-undang perpajakan. 

 Menurut Rahayu (2010) dalam Hernadi (2013), Penagihan adalah 

serangkaian tindakan dari aparatur DJP, berhubungan wajib pajak tidak 

melunasi baik sebagian maupun seluruhnya kewajiban perpajakannya yang 

menurut Undang-undang perpajakan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2006) 

dalam Ritonga (2012), penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
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Fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, 

khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang, penagihan pajak yang 

meliputi kegiatan, perbuatan dan pengiriman surat peringatan, surat teguran, 

surat paksa, penyitaan, lelang, pencegahan, dan penyanderaan. Menurut Rahayu 

dan Lingga (2009), penunggakan pajak yang terjadi dari tahun ke tahun 

jumlahnya semakin banyak, upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui 

pelaksanaan tindakan penagihan pajak secara intensif. Menurut Hernandi 

(2013), penagihan pajak bertujuan untuk menjaga penerimaan negara yang 

seharusnya diterima dari sektor pajak, Surat Tagihan Pajak diharapkan dapat 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Menurut 

Priantara (2012) dalam Hernandi (2013) mengatakan penagihan pajak yang 

dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud law 

enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek 

psikologis bagi wajib pajak.  

 Menurut Hidayat dan Cheisviyani (2013), penagihan pajak merupakan 

bagian dari administrasi pajak yang keberadaannya sangat diperlukan oleh 

fiskus. Sementara penagihan aktif meliputi penerbitan Surat Teguran, Surat 

Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Surat Pemberitahuan 

Lelang, Pencegahan, dan Penyanderaan. Hal ini diperlukan bilamana Wajib 

Pajak tidak atau belum memiliki kesadaran, kejujuran, dan displin, maka dari itu 

masih banyak diperlukan campur tangan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam 

berbagai bentuk, dan pada kenyataannya terdapat cukup banyak Wajib Pajak 

dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak 
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sesuai ketetapan pajak yang diterbitkan, dan jika tidak dilunasi utang pajaknya 

tentu saja menjadi beban administrasi tunggakan pajak. Menurut Velayati et al 

(2012), tunggakan pajak yang sulit tertagih tersebut seharusnya dilakukan 

tindakan penagihan pajak yang memiliki kekuatan hukum bersifat memaksa. 

Menurut Junaidy dan Sandra (2010) Namun, aktivitas penagihan itu masih 

mengalami banyak kendala baik masalah teknis maupun masalah psikologis. 

Pandangan dan tanggapan Wajib Pajak terhadap pajak masih negatif, sering 

dianggap merugikan wajib pajak dan masih banyak yang belum memahami 

tentang peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya tentang aturan mengenai 

kegiatan penagihan pajak. 

 Berdasarkan penjelasan mengenai pengaruh penagihan pajak terhadap 

penerimaan pajak penghasilan badan, maka dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

Ha2 : Penagihan Pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak 

penghasilan badan. 

 

2.6  Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak 

Penghasilan Badan 

Menurut Mahendra dan Sukartha (2014), variabel penagihan pajak berpengaruh 

positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil ini menunjukan 

bahwa peningkatan penagihan pajak akan menyebabkan terjadinya peningkatan 

penerimaan pajak penghasilan badan. Tindakan penagihan pajak aktif 

merupakan solusi terakhir dalam memegang peranan penting dalam penegakan 
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hukum dibidang perpajakan (Velayati, 2012).  Menurut Hernadi (2013), jadi 

semakin giat dalam melakukan penagihan pajak, maka penerimaan pajak 

penghasilan badan bisa dimaksimalkan. Menurut Ritonga (2012), adanya 

pengaruh bernilai positif antara penagihan pajak dengan surat paksa dengan 

penerimaan pajak penghasilan badan. Menurut Juniardi et al (2014), pengujian 

secara parsial penagihan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap pencairan 

tunggakan pajak penghasilan badan. Menurut Syahab dan Gisijanto (2008) 

dalam Mahendra dan Sukartha (2014), menyatakan bahwa penagihan pajak 

berpengaruh positif secara signifikan pada penerimaan pajak penghasilan badan. 

2.7  Jumlah Wajib Pajak Badan 

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 

Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah Orang Pribadi 

atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang 

dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik 

daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 

politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Menurut Mardiasmo (2006) 

dalam Hariyanto et al (2014) mengatakan salah satu kewajiban Wajib Pajak 
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adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai 

sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda 

pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakannya. 

 Wajib pajak sering disingkat dengan sebutan WP  adalah orang 

pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, 

termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa 

berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan (Wikipedia, 2013). 

Menurut Jatikusuma dalam Herryanto dan Toly (2013), Wajib pajak terdaftar di 

Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari wajib pajak aktif dan wajib pajak non-

efektif. Wajib pajak aktif adalah wajib pajak yang mempunyai kegiatan usaha 

terdaftar di kantor pajak yang masih aktif membayar atau menyetor kewajiban 

perpajakannya baik tahunan maupun masa. Dalam surat edaran Dirjen Pajak 

Nomor SE-89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non-Efektif, 

disebutkan bahwa Wajib pajak non efektif  yang selanjutnya disebut WP NE 

adalah wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya 

baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT 

Masa) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan 

kembali. Adapun kriteria Wajib pajak non-efektif berdasarkan Surat Edaran 

Dirjen Pajak tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Selama 3 tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan 

kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun 

penyampaian SPT Masa dan/atau SPT Tahunan. 

2. Tidak diketahui/ditemukan lagi alamatnya. 

3. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia tetapi belum 

diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya atau belum 

mengajukan penghapusan NPWP. 

4. Secara nyata tidak menunjukan adanya kegiatan usaha. 

5. Bendahara tidak melakukan pembayaran lagi. 

6. Wajib pajak badan telah bubar tetapi belum ada akte pembubarannya  atau 

belum ada penyelesaian likuidasi (bagi badan yang sudah mendapat 

pengesahan dari institusi berwenang). 

7. Waijb pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada atau bekerja 

di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. 

Menurut Tresno et al  (2011),  banyaknya jumlah Wajib Pajak Badan 

yang terdaftar tentunya secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak 

yang akan diperoleh. Walaupun, sebenarnya banyak jumlah Wajib Pajak Badan 

tersebut belum tentu mengindikasikan bahwa penerimaan pajak, khususnya 

penerimaan pajak penghasilan badan dapat meningkat, terutama untuk periode-

periode selanjutnya. Logikanya setiap peningkatan dalam Jumlah Wajib Pajak 

maka akan diringi dengan peningkatan jumlah penerimaan pajak penghasilan 

badan yang signifikan. Penambahan jumlah wajib pajak badan yang seperti 
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inilah yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan 

badan pada masa-masa berikutnya.  

Menurut Rahayu dan Lingga (2009), penambahan jumlah wajib pajak 

secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Penerapan 

sanksi yang  tegas perlu diberikan terhadap mereka yang belum mendaftarkan 

diri sebagai wajib pajak padahal sebenarnya potensial untuk itu dan karena 

dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak maka penerimaan negara 

dari sektor pajak juga dapat meningkat pula. Menurut Sari (2009) dalam Tresno 

et al (2011), jumlah wajib pajak tidak mempengaruhi penerimaan pajak 

penghasilan badan karena subjek pajak setiap KPP berbeda. Menurut Hariyanto 

et al (2014), mengatakan secara parsial terdapat pengaruh antara Jumlah wajib 

pajak dengan penerimaan pajak penghasilan badan. 

Berdasarkan penjelasan mengenai Jumlah Wajib Pajak Badan terhadap 

penerimaan pajak penghasilan badan, maka dirumuskan hipotesis sebangai 

berikut: 

Ha3 : Jumlah Wajib Pajak Badan memiliki Pengaruh terhadap penerimaan pajak 

penghasilan badan. 

2.8 Pengaruh Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak 

Penghasilan Badan 

Menurut Hariyanto et al (2014), diketahui bahwa Jumlah Wajib Pajak yang 

terdaftar mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. 
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Meningkatnya jumlah Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan tentunya akan 

berakibat meningkatnya jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.  

Menurut Sari (2009) dalam Tresno et al (2011), menyatakan bahwa 

jumlah wajib pajak badan tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak 

penghasilan badan. Jumlah wajib pajak badan tidak mempengaruhi penerimaan 

pajak penghasilan badan karena subjek pajak setiap KPP berbeda.  

Menurut Prihastuti (2010), berdasarkan analisa dapat disimpulkan bahwa 

Jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Banyuwangi mengalami kenaikan penerimaan pajak penghasilan badan. Menurut 

Anjani (2010) dalam  Hariyanto (2014),  penelitian yang dilakukan dinyatakan 

terdapat pengaruh antara Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan 

Badan.   

 

2.9 Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Jumlah 

Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak 

Penghasilan Badan 

Menurut Mahendra dan Sukartha (2014), penelitian yang dilakukan ini diperoleh 

bahwa Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak memiliki pengaruh positif  

terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Menurut Hariyanto et al (2014), 

dengan penelitiannya  Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan 

Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak 

Penghasilan Badan menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak mempengaruhi 

penerimaan pajak penghasilan badan, dan terbukti secara parsial memiliki 
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pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Menurut Prihastuti 

(2010), berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa kegiatan pemeriksaan wajib 

pajak badan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak badan dan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan mengalami kenaikan 

dalam penerimaan pajak penghasilan badan. 

 Menurut Ratna Sari dan Afriyanti (2012), mengatakan bahwa 

Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan PPh pasal 25/29 Wajib Pajak 

Badan. Menurut Tresno et al (2011), penelitian “Pengaruh penambahan Jumlah 

Wajib Pajak Badan, Penyampaian SPT Masa PPh Badan, dan  Pengawasan 

Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP 

Pratama Jakarta Matraman” telah diuji secara simultan, dan hasilnya semua 

variabel memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. 

Menurut Hernadi (2013), mengatakan bahwa Penagihan Pajak dan Kepatuhan 

Pajak memilki pengaruh terhadap penerimaan pajak dengan kriteria korelasi kuat. 

Penagihan pajak dan kepatuhan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat, dikarenakan masih 

banyaknya terjadi penunggakan pajak yang sulit ditagih oleh petugas pajak. 

Berdasarkan penjabaran mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak  

dan jumlah wajib pajak badan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

Ha4 : Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak Badan secara 

simultan memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pengahasilan 

badan. 
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2.10  Model Penelitian 

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 
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